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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini
bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat
perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik
bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk
dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Untuk membuka layanan akses informasi bagi masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah
melakukan pelayanan Informasi Publik untuk masyarakat yang terangkum dalam Laporan
Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 yang telah disusun dengan baik.

Buku Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025
ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat dan Unit Pelaksana
Teknis sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini
dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat
terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Pusat, sehingga apabila nanti ada hal-
hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang
lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 29
(dua puluh sembilan) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit Eselon II dan
Eselon III lingkup Ditjen PKH yang terdiri dari 5 PPID Pembantu pelaksana Eselon II dan
23 PPID Pelaksana Unit pelaksana Teknis yang saat ini masih terus-menerus melakukan
pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan,
pelaksanaan dan pelaporannya.
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Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak
kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi
pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua
pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, 26 Februari 2026

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Selaku atasan PPID Pelaksana Ditjen PKH

Suganda, M.Si
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BAB 1

PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (good
governance). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara
yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan
suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat
dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan
dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan

keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F
disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia.

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu
dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi
maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak
asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang

demokratis.
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Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari
UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi
publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan
dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi

dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik. Pemberlakuan
Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP)
merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia.
UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh
Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan
melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan

dengan cara yang sederhana.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai
salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Peran Keterbukaan Informasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah
penyediaan akses informasi bagi peternak dan meningkatkan produktivitas serta
kesejahteraan peternak. Kegiatannya antara lain penyebaran informasi tentang prosedur
peternakan dan Kesehatan hewan termasuk peningkatan edukasi dan pelatihan bagi
peternak, transparansi dalam pengelolaan program peternakan dan Kesehatan hewan
sebagai bentuk pelayanan publik, penyajian Data tentang keberhasilan keberhasilan
program peternakan dan Kesehatan hewan untuk publik dapat membantu peternak
mengadopsi teknik yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran dan peternak terkait

program peternakan dan Kesehatan hewan dan hubungannya dengan peningkatan
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produksi ternak di Indonesia dan memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program peternakan dan Kesehatan hewan .

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. PPID
Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memproses
permohonan informasi publik dari masyarakat. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak
1.341 permohonan informasi yang disampaikan masyarakat kepada PPID Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan baik di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT)

lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun
Laporan Tahunan PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2025. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Kementerian Pertanian.

SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

tmetiieg nave Persebaran
e Suraisrys .
Sy _ (@ Kantor Pusat
ot —— ® UPT=23Satker
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BAB I1
GAMBARAN UMUM PPID

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Organisasi PPID

Bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
01 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20) tentang Layanan Informasi
Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri
Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
337/Kpts/KP.240/5/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
dan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID
Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/Kpts/HM.330/A.7/02/2022 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di
bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi
publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor
6068/Kpts/HK.160/F/06/2025 tertanggal 12 Juni 2025 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional.
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STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DITJEN PKH TAHUN 2025

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID Pelaksana Ditjen PKH
Sekretaris Ditjen PKH

PPID Pembantu Pelaksana

PPID Pelaksana UPT
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2. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2025, PPID Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus
melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak
hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi
penggunaan Website Ditjen PKH, portal PPID lingkup UK/UPT Ditjen PKH, serta beberapa
akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: Facebook versi Bahasa Indonesia,
Facebook versi Bahasa Inggris, Instagram, Tiktok, X, dan Youtube Channel serta

Beritapkh.com.

2.1 Ruang Layanan PPID
Ruang PPID terletak di Ged C Lantai 7 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kantor
Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ruang ini

dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung.

Ruang tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yaitu :

Lemari arsip
Komputer
Printer

Buku Tamu

Buku Tamu B

Meja Layanan
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Ruang Pelayanan terdiri dari:

¢ Ruang Pelayanan PPID Ditjen PKH

¢ Ruang Konsultasi Layanan Informasi Ditjen PKH




Laporan PPID PKH Tahun 2025

2.2 Depo Arsip

Untuk penataan dan penyimpanan dokumen-dokumen arsip Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terus bertambah setiap tahunnya, telah
disediakan ruangan depo arsip sebagai tempat penyimpanan dokumen dan arsip PPID
agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan serta untuk memudahkan dalam

pencarian.

2.3 Ruang Perpustakaan

Ruang perpustakaan merupakan sarana yang penting dalam penyediaan buku.
Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai pusat
informasi, edukasi dan referensi khusus bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Layanan utamanya mencakup penyediaan koleksi cetak/digital, peminjaman serta
informasi untuk mendukung riset dan kebijakan. Perpustakaan Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan berperan penting dalam meningkatkan kualitas peleyanan publik dan

mendukung pengembangan usaha peternakan berkelanjutan.
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2.4 Ruang Layanan Rekomendasi Perizinan SIMREK

Ruang layanan Rekomendasi Perizinan Simrek adalah tempat layanan untuk memfasilitasi
layanan publik dalam proses perizinan/rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
komoditas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
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2.5 Ruang AWR/Crisis Center PMK

Ruangan crisis center tersebut diisi oleh banyak komputer dan perangkat informatika lain,
dengan menayangkan aneka grafik mengenai perkembangan penyakit mulut dan kuku
(PMK). Ruangan ini juga menerima layanan pengaduan masyarakat khususnya terkait

informasi penyakit kuku dan mulut (PMK).

RUANG AWR/CRISIS CENTER PMK

—

A

h& b

Pelayanan informasi publik Ditjen PKH untuk koordinasi dalam penanganan dan
pelaporan PMK berkolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Dalam
pelayanan informasi PMK, Ditjen PKH juga menyediakan WA Layanan PMK dengan nomor
kontak +62811-1182-7889

2.6 Ruang Laktasi

Ruang Laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui, yang mana akan
menampung ASI nya untuk putra putrinya di rumah. Ruangan ini diperuntukkan bagi Ibu
pekerja yang tidak sempat atau jauh dari buah hatinya agar sang anak tetap
mendapatkan ASI ekslusif dari Ibu. Ruang Pojok Laktasi telah disediakan untuk Ibu yang

akan memerah ASI sehingga walaupun ibu bekerja sang anak tetap mendapatkan haknya

10
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untuk mendapatkan ASI. Ruangan ini berada di Kelompok Perencanaan Ditjen Peternakan
dan Kesehatan Hewan yang berada lantai 6 Gedung C. Selain itu, terdapat juga di Klinik
Kementerian Pertanian ada di lantai 1 pada gedung yang sama untuk memfasilitasi

kesehatan pegawai.

2.7 Fasilitas Pendukung lainnya

1 1“1 ‘ -

¢ =

i
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JALUR RAM/FASILITAS DISABILITAS

2.8 Website

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
menjadi pintu gerbang masyarakat dalam penyediaan informasi. Tim PPID Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan fokus mengupdate data serta informasi baik di
website utama kementerian maupun website eppid sehingga bisa memenuhi kebutuhan

masyarakat akan informasi di sektor peternakan dan Kesehatan hewan.

PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengelola website untuk menyajikan
informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi
publik masyarakat akan selalu diupdate di website kementerian di
https://ditjenpkh.pertanian.go.id/ dan Portal PPID Ditjen PKH (http://ditjennak-

ppid.pertanian.go.id). Selain itu juga, PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

memiliki website yang diklasifikasin berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib

disediakan dan diumumkan ke masyarakat.

12
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Foto Website Ditjen PKH

2.9 Media Sosial

Beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: Facebook, Instagram, X,
TikTok dan Youtube Channel.
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3 Sumber Daya Pengelolaan Informasi

PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

a.

PPID Pembantu Pelaksana

- Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
- Direktorat Pakan

- Direktorat Kesehatan Hewan

- Direktorat Kesehatan Masyarakat

- Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan.

. PPID Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas 23 UPT Lingkup

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai petugas layanan/Sumber daya

manusia yang mengelola PPID.

Selain pejabat struktural, PPID juga didukung oleh pejabat fungsional tertentu dari

beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan, Ekonomi dan Komunikasi. Hal ini cukup

membantu dalam pelayanan permohonan informasi publik sebagai petugas Layanan

Informasi Publik yang tersebar di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan antara

lain Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan dan Pranata Komputer.

Petugas Layanan Informasi bertugas antara lain :

Melakukan pelayanan informasi publik baik secara online maupun offline di ruang
layanan PPID Ditjen PKH

Menindaklanjuti dan menjawab permohonan informasi yang dilayangkan oleh
masyarakat melalui Portal PPID

Melakukan pendokumentasian dan menginventarisasi dokumen informasi publik baik
yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan dalam Daftar Informasi
Publik.

Tentunya, sumber daya manusia ini sangat membantu dalam proses mempercepat

pelayanan informasi dari satuan kerja ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat

dan akurat.

14



Laporan PPID PKH Tahun 2025

4 Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan
alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebesar Rp. 54.104.701.300,- dengan
rincian: penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, pengembanyan
SDM dan inovasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan
transparan sesuai dengan amanat Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan pendokumentasian informasi, pelaksanaan
Komunikasi, Informasi, serta pengelolaan layanan rekomendasi perizinan ekspor dan

impor baik Pusat maupun UPT Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
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BAB II1I

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

1. Waktu Pelayanan

PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalankan layanan informasi
publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai
pada pukul 09 . 0 0 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat
pada pukul 12.00 dan akan Kembali buka pada pukul 13.00 WIB.

WAKTU PELAYANAN
HARIAN INFORMASI
PUBLIK

. iy —
“;-Seﬁliiq]ﬂx‘-lﬁiihls Jumat

Fukul S Pukul
0900 IS00 WIB 09.00 - 15.00 wib |
Istirahat _ Istirahat

 wib 11.00 - 13.00 wib

¥ segrul
Ay
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2. Prosedur Pelayanan

Pag@abal Pengedaii
rhsvran an Ochurresml

1—» PPID oj

r r N\
W Kelengkapan Tipe Badan Hukum
ngan Persyaratan Output: Form 18
Output: Form Permohonan Persyaratan:
TA « Akta Pendirian dan Perubahan

Persyaratan: - Surat Kuasa/Tugas

« Kartu Tanda Penduduk - mup:mg; Penduduk

- Fi Pemohol - mohon

NP « Surat Pengesahan dari
- KEMENKUMHAM

L ) s W,
8 1 4 ™

Tipe Kelompok

Masyarakat Tipe Kedinasan

Output: Form1C Output: Form 1D

Persyaratan: Persyaratan:

- KTP Anggota Kelompok Surat Resmi Permohonan

- Surat Kuasa/Tugas Informasi Publik dari

- Foto Pemohon Instansi

- KTP yang dikuasakan
. 23 . J

Proses
Permohonan
Informasi

Proses
Bila informasi

tidak tersedia

Perpanjangan wakt Bila ada penolakan
M7?u ri ker| a akan di sertai alasan
(bila periu)

Pemberian Informasi Pemohon
yang diminta Informasi
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3. Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik
yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online

(virtual) ataupun offline yang bertujuan untuk:

a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada
PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan
dunia

b. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang
pelayanan informasi publik satu pintu

c. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID
lingkup Kementerian Pertanian

d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup

Kementerian Pertanian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis,
informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan
Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi
dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi
publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah,
cermat, cepat dan akurat.
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4. Maklumat Layanan PPID

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupaya

memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berorientasi pada
pelayanan publik

b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang
diperlukan dengan murah dan sederhana

c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar
dan tidak menyesatkan

d. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan

e. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin
seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

f. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik

g. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan
layanan informasi publik

h. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani

i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan dalam memberikan layanan informasi publik
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Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN
INFORMASI| PUBLIK

"Dengan ini,

Kami Menyatakan Sanggup
menyelenggarakan pelayanan informasi
publik yang telah ditetapkan,
dan apabila tidak menepati janji,
kami siap menerima sanksi
sesual peraturan perundang-undangan
yang berlaku"

Jakarts, Januati 2035

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1nd

Dr. drh. Agung Suganda, M.Si

5. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi Publik

Pengelolaan dan layanan informasi publik dan dokumentasi di Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan selain dilakukan melalui website Ditjen PKH
(https://ditjenpkh.pertanian.go.id/), Portal PPID (https://ppid.pertanian.go.id/) dan

media sosial (Facebook, Instagram, X, TikTok dan Youtube) juga dilakukan melalui

beberapa aplikasi informasi publik lainnya yang telah dikembangkan oleh Ditjen PKH,
antara lain:
a. Silayan — Sistem Informasi Permohonan Publik

b. Simrek PKH — Sistem Rekomendasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

20
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Sidado — Sistem Informasi Data dan Dokumentasi

Dilan Kesmavet — Pelaporan Digital Kesehatan Masyarakat Veteriner
Simpakan — Sistem Informasi Pakan Ternak Nasional

Simponi Ternak — Sistem Informasi Pasar Ternak Online Nasional
Sialek — Sistem Informasi Akselerasi Layanan Ekspor Peternakan
ISIKHNAS - Informasi Kesehatan Hewan Nasional

Siaga PMK - Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan Wabah PMK

Aplikasi Pelayanan Publik

pelayanan informasi publik di Ditjen PKH selain dilakukan melalui Portal PPID juga dapat

dilakukan melalui beberapa aplikasi publik layanan informasi lainnya, seperti:

d.

14

@ ™o a0

Crisis Center PMK / Siaga PMK (Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan
Wabah PMK)

Simponi Ternak (sistem informasi harga komoditas ternak)

Si UPIn (Sistem informasi Unit Pengolahan Hasil Peternakan)

Sim Pakan (Sistem Informasi Pakan)

Dilan Kesmavet (Digital Pelayanan dan Pelaporan Kesehatan Masyarakat Veteriner)
Kolam Kesmavet (Kolom Laporan Masyarakat — Kesehatan Masyarakat Veteriner)
Isikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional)

Simrek PKH (Sistem Layanan Rekomendasi (Impor-Ekspor) Ditjen PKH)

LsPo (Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak)
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BAB IV

CAPAIAN TAHUN 2025

1. Data Informasi Publik
1.1 Daftar Informasi Publik

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis,
informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan
Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi
dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi
publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah,

cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2025 PPID Pelaksana Ditjen Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
melaporkan 1511 daftar informasi publik yang dikuasai oleh PPID Ditjen PKH (Pusat dan
UPT) kepada PPID Utama Kementerian pertanian. Mayoritas daftar informasi publik yang
dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah terkait
dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra,
Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain serta informasi-
informasi teknis yang berada di PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Teknis dan UPT

lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan masing-masing.
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1.2 Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan ada 26 melalui portal layanan PPID/Silayan dan 1
ditolak karena tidak dalam penguasaan Ditjen PKH, 247 melalui WA layanan dan 57
permohonan melalui email Ditjen PKH. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan selalu berusaha untuk memperbaharui informasi yang ada di website dan media
sosial Ditjen PKH sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik

dari masyarakat.

Jumlah Jumlah
No Bulan Informasi Rz:/t\;a-ir({t:ta Permohonan | Permohonan Per_mohonf'an
Pemohon Yg Pelayanan Y9 WA Layanan via Email
Diminta Dikabulkan

1 Januari 1 1 1 hari 1 0 0

2 Februari 1 1 1 hari 1 0 0

3 Maret 0 0 - 0 0 0

4 April 1 1 1 hari 1 0 0

5 Mei 3 3 1 hari 1 1 0

6 Juni 0 0 - 0 0 0

7 Juli 1 0 - Ditolak 0 0

8 Agustus 3 3 1 hari 1 0 0

9 September 8 8 1 hari 1 27 13

10 Oktober 3 3 1 hari 1 109 12

11 November 5 5 1 hari 1 43 14

12 Desember 0 0 - 0 68 18
Total Permintaan IP 26 26 26 247 57

Rekapitulasi Pelayanan Iinformasi Publik Tahun 2025
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jumlah Dokumen

Jan Feb Mar

Bl Permohonan

Il Pemberitahuan

B Perpanjangan

Ju
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Sedangkan untuk jumlah permohonan informasi publik di PPID Pembantu Pelaksana Unit

Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKH berjumlah 1.341 pemohon informasi dengan

perincian sebagai berikut:

24

NO Nama Unit Kerja Jumlah Pemohon IP
1 | Pusvetma 3
2 | Balai Besar Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan 304
3 | Balai Besar Veteriner Wates 13
4 | Balai Besar Veteriner Maros 59
5 | Balai Besar Veteriner Denpasar 27
6 | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden 11
7 | Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari 22
8 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar 16
9 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas 59

10 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari 340

11 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa 66

12 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong 76

13 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri 7

14 | Balai Inseminasi Buatan Lembang 19

15 | Balai Veteriner Banjarbaru 11

16 | Balai Veteriner Bukit Tinggi 20

17 | Balai Veteriner Lampung 46

18 | Balai Veteriner Medan 13

19 | Balai Veteriner Subang 58

20 | Balai Embrio Ternak Cipelang 15

21 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi 92

22 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan 56

23 | Balai Veteriner jayapura 8

Total Permohonan Informasi Publik 1.341
350
PERMOHONAN IP UPT PKH
300
250
200
150
100
0 -.- - ey
B ¢°° ‘b‘\ ® S’\ &2
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2. Kinerja

2.1 Sosialisasi PPID lingkup Kementerian Pertanian
PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap kegiatan terkait Pengelolaan Informasi Publik
yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, baik itu secara online

(virtual) ataupun offline.

Tujuan diadakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik

antara lain untuk:

a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada
PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan
dunia

b. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang
pelayanan informasi publik satu pintu

c. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID
lingkup Kementerian Pertanian

d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup

Kementerian Pertanian

Kegiatan Kementerian Pertanian terkait PPID yang diikuti oleh pimpinan Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain:
a. Sosialisasi dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan, pada

tanggal 4 September 2025

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi nomor B-
2803/HM.130/A.7/09/2025 tanggal 2 September 2025 tentang Undangan Sosialisasi
dan Kick Off Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan laporkan hal-hal sebagai berikut:

Sosialisasi diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis, 4 September 2025 pukul
13.00 WIB-selesai bertempat di Ruang Rapat Utama Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian, Gedung B Lantai 5 Kanpus Kementerian
25
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Pertanian dan dipimpin oleh Ketua Kelompok Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik, Sekretariat Jenderal serta diikuti oleh perwakilan Eselon | Lingkup

kementerian Pertanian baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.

Agenda pertemuan ini adalah Sosialisasi sekaligus Kick Off Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 dalam
rangka peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian

Pertanian.

Kehadiran pejabat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan :
- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir secara online/Zoom
- Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir secara online/Zoom

- Direktur Hilirisasi Produk Peternakan hadir langsung di Lokasi rapat

Poin penting rapat :

- Tujuan Monev:

1. Memantau kualitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik UK/UPT dalam
waktu 1 tahun terakhir dan mengetahui konsistensi UK/UPT dalam melakukan
layanan informasi publik

2. Mengidentifikasi, menginventarisasi dan memberikan solusi pemecahan atas

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

- Indikator penting yang berpengaruh dalam meningkatkan implementasi KIP di
Badan Publik adalah Komitmen Pimpinan yang mempengaruhi penyediaan alokasi
anggaran, sarana dan prasarana serta kapasitas SDM dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

- Kategori Penilaian
1. Self Assesment Questionnaire (SAQ):
2. Website
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Tindak Lanjutnya adalah UK/UPT segera menyiapkan dan upload dokumen yang
menjadi bahan penilaian Kuesioner penilaian Mandiri (SAQ) didalam portal PPID
dan website serta aktif dalam upload dokumen di media sosial sebagai dasar lolos

pada tahap awal dan harus memperoleh nilai kategori Informatif untuk maju ke
tahap selanjutnya

Dokumentasi Foto :
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b. Rapat Koordinasi PPID Kementan, 25 Agustus 2025
Rapat diselenggarakan secara virtual pada hari Senin, 25 Agustus 2025 pukul 10.00
WIB-selesai dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi,
Sekretariat Jenderal serta diikuti oleh pejabat dan perwakilan Eselon | Lingkup

kementerian Pertanian baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.

Kehadiran pejabat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan hadir secara online/Zoom

Agenda Rapat adalah Penjelasan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik
dengan Strategi dan kebijakan dalam penderasan informasi lingkup Kementerian

Pertanian.

Ditekankan pentingnya terjalin kerjasama yang sinergis antara Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan dengan PPID Utama dalam menyusun strategi dan kebijakan yang

mendukung keterbukaan informasi publik.

Dengan dukungan yang kuat dari PPID Utama, diharapkan upaya meningkatkan
keterbukaan informasi publik di Ditien Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pentingnya Penderasan Informasi: Rapat menekankan pentingnya penderasan
informasi untuk menyebarkan informasi program dan kegiatan dari unit kerja. Hal ini

juga menjadi sarana untuk menampilkan keberhasilan program kepada masyarakat.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan penderasan informasi
dengan memanfaatkan jaringan media sosial yang dimiliki, seperti YouTube,
Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, untuk menyebarkan informasi secara lebih

luas.

28



Laporan PPID PKH Tahun 2025

Ditekankan perlunya menjalin kerjasama dengan media sebagai mitra dalam
menyebarkan informasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkoleh

Ditien PKH maupun Kementerian Pertanian

Dokumentasi Foto :

2.2 Sosialisasi PPID Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di lingkup Ditjen PKH, maka
dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan Tim PPID lingkup Ditjen PKH baik

pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi PPID Ditjen PKH tahun 2024, 14 Mei 2025
Dalam rangka memastikan PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan aturan terkait lainnya,
maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen PKH tahun 2024. Monev juga bertujuan
untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, transparansi dan

kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.
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Untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendorong keterbukaan informasi
publik di seluruh Unit Kerja (UK). Melalui kegiatan evaluasi dan monitoring
keterbukaan informasi tahun 2024, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Ditjen PKH) Kementan ingin memastikan bahwa setiap informasi publik

dikelola dan disampaikan dengan baik, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Monev PPID Ditjen PKH diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2025 yang dipimpin
oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan
narasumber dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian di Ruang Rapat Sekretariat I Ditjen PKH dan dihadiri oleh

pengelola dokumentasi dan informasi Lingkup Ditjen PKH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Tri
Melasari yang membuka kegiatan evaluasi ini, menegaskan bahwa prinsip
keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk
tanggung jawab pelayanan publik. Prinsipnya, kita saling mengawal keterbukaan

informasi publik. Ini bukan hanya soal patuh aturan, tapi bagian dari budaya kerja.

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana unit kerja di
lingkungan Ditjen PKH Kementan telah menjalankan amanat undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik, Biro Humas Informasi Publik
Kementan, Erwin Zulkarnaen memaparkan bahwa terdapat beberapa komponen
penilaian utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mulai dari
ketersediaan informasi di website, penggunaan sarana dan prasarana, hingga

inovasi pelayanan.
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Dari hasil monitoring ini, Ditjen PKH Kementan mendorong beberapa perbaikan,
seperti peningkatan kualitas layanan informasi untuk disabilitas, optimalisasi media
sosial secara konsisten, peningkatan pembaruan data dan informasi yang relevan
bagi pengguna layanan serta pembinaan karakter dan etika pelayanan di

lingkungan PPID.

Dokumentasi Foto:

b. Persiapan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PKH, 6 Agustus 2025

Dalam rangka mempersiapan kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi
Publik Kementerian Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 6 Agustus 2025 yang dipimpin
oleh Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan diikuti oleh pelaksana
dan petugas PPID lingkup Ditjen PKH. Kementerian Pertanian melalui PPID Utama
berkomitmen dalam memperkuat sistem pengelolaan dan pelayanan informasi

publik sehingga memudahkan publik dalam mengakses informasi bidang pertanian.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

dilakukan dengan dasar sebagai berikut:
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Amanat Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Permentan No 32 Tahun 2011 j.o Permentan No 25 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementan.

Sesuai arahan Direktur Jenderal agar seluruh UPT lingkup PKH meningkatkan target
penilaian menjadi Unit Kerja yang informatif dan segera melakukan persiapan
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

Segera mempersiapkan lebih awal terkait penyiapan dan upload dokumen yang

menjadi bahan penilaian Kuesioner penilaian Mandiri (SAQ) didalam portal

PPID dan website serta aktif dalam upload dokumen di media sosial

Sebagai wujud komitmen pimpinan unit kerja :

1. Mengalokasikan anggaran terkait penyebaran informasi, publikasi,

kehumasan dan PPID
2. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung terkait pelayanan PPID
3. Aktif dalam kegiatan PPID yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH

maupun Kementerian Pertanian

Dokumentasi Foto:




Laporan PPID PKH Tahun 2025

c. Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di Balai
Veteriner Medan, 14 Mei 2025.

Sebagai bagian dari komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Balai Veteriner (BVet) Medan, salah
satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementan, melaksanakan monitoring dan
evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini

bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Utama Kementan dan Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagai PPID Pelaksana melakukan pembinaan internal di Balai
Veteriner Medan. Dalam kesempatan tersebut Kepala BVet Medan, Arif Hukmi,
menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap
pengelolaan informasi di lingkungan kerjanya. Ia mengakui bahwa kurangnya
koordinasi dan pemahaman teknis dalam pengisian SAQ menjadi salah satu
penyebab rendahnya nilai yang diperoleh. Meski demikian, ia optimistis situasi
tersebut dapat diperbaiki. Balai Veteriner Medan berkomitmen meningkatkan kualitas
layanan informasi publik. Dukungan penuh akan kami berikan agar predikat PPID

BVet Medan dapat meningkat pada tahun ini.

Sementara itu, perwakilan PPID Utama, Muchril Anwar menyampaikan bahwa
monitoring ini berusaha untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi
publik di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian. Keberhasilan pengelolaan
informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh

pemahaman yang baik terhadap regulasi dan indikator penilaian.

Pengelolaan informasi publik harus dijalankan secara konsisten. Dukungan
pimpinan menjadi kunci dalam mewujudkan hal itu. Pentingnya kesiapan teknis,
terutama dalam pengelolaan situs web dan penggunaan portal PPID sebagai sarana
utama penyampaian informasi publik. Dengan pembinaan dan perbaikan yang
dilakukan sejak awal tahun, diharapkan peringkat tersebut dapat meningkat secara
signifikan.
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Dokumentasi Foto:

"y

d. Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Ditjen

Peternakan dan kesehatan Hewan, 22 Desember 2025.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan PPID Lingkup Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tahun 2025 perlu dilakukan evaluasi.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk selalu mengutamakan pelayanan informasi

publik dengan hasil evaluasi PPID ini.
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Evaluasi PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Dirjen
peternakan dan Kesehatan Hewan yang didampingi oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal PKH, diikuti oleh Direktur lingkup Direktorat Jenderal PKH, Kepala UPT
lingkup Direktorat Jenderal PKH, Kabag Umum, Kapoksi, Katimker, dan KTU serta
tim PPID lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Ruang

Rapat Utama I lantai 6 pada tanggal 22 Desember 2025.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal PKH mengucapkan terima kasih dan apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai Ditjen PKH baik pusat maupun UPT
yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan informasi publik dan juga atas kerja
kerasnya dalam menghadapi pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup

Kementerian Pertanian Tahun 2025.

Dengan hasil yang didapat pada tahun ini, diharapkan seluruh Unit Kerja tidak

berpuas diri tetapi tetap harus meningkatkan kualitas pelayanan.

Penguatan komunikasi kinerja di era digital :

- Di tengah kemajuan teknologi informasi, penderasan kinerja unit kerja Ditjen
PKH harus terus digaungkan secara konsisten melalui berbagai kanal komunikasi
yang tersedia.

- Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membuat
berita dan konten, karena banyak platform dan format yang dapat dimanfaatkan
secara efisien dan murah.

Peran pimpinan unit kerja sebagai motor penggerak :

- Setiap pimpinan unit kerja wajib mendorong dan memfasilitasi pegawainya untuk
aktif mempublikasikan kinerja, program, dan capaian Ditjen PKH kepada publik.

- Pimpinan unit kerja harus mendukung penuh upaya dalam menderaskan Like,
Comment, and Share (LCS) terhadap konten-konten resmi Ditjen PKH; kalau
bukan kita yang menguatkan, siapa lagi.
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Kesiapsiagaan menghadapi dinamika dan kebutuhan pimpinan :

- Situasi di luar sangat dinamis, isu dapat berkembang cepat, dan kebutuhan
pimpinan seringkali harus segera ditindaklanjuti sehingga kehumasan unit kerja
harus selalu siap dan lincah.

- Kreativitas dalam mengemas pesan, memilih kanal, dan menentukan waktu
publikasi perlu terus diasah agar informasi Ditjen PKH tetap relevan, menarik,
dan tepat sasaran.

Kehati-hatian dalam mempublikasikan informasi :

- Satu hal yang sangat penting: hati-hati dalam memposting konten atau berita,
pastikan proses cek dan ricek dilakukan secara berlapis sebelum konten
dipublikasikan.

- Informasi yang sudah tersebar di ruang digital ibarat kapas yang terbang tertiup
angin, akan sangat sulit untuk menariknya kembali jika terjadi kekeliruan atau
menimbulkan dampak negatif.

Kewaspadaan terhadap serangan siber dan pengelolaan akun:

- Serangan siber perlu terus diwaspadai; kerahasiaan akun resmi harus dijaga,
kredensial disimpan di tempat yang aman, serta disiapkan media cadangan
untuk mitigasi.

- Website Ditjen PKH pernah beberapa kali diretas dan hal ini menimbulkan
kesulitan layanan informasi; saya juga mendengar kasus serupa terjadi pada
website Pusvetma dan BBIB Singosari, sehingga penguatan keamanan dan tata
kelola akun menjadi prioritas.

Penyediaan media alternatif dan backup informasi :

- Perlu disiapkan media alternatif sebagai backup informasi sehingga ketika
masyarakat mengalami kendala mengakses website resmi, mereka dapat beralih
ke sumber informasi lain yang juga dikelola Ditjen PKH.

- Diversifikasi kanal informasi ini penting untuk menjaga kontinuitas layanan
informasi publik dan menjamin hak masyarakat atas informasi tetap terpenuhi.
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Penguatan dukungan anggaran kehumasan :

- Meskipun anggaran terbatas, perlu dialokasikan secara khusus anggaran
kehumasan di tiap unit kerja untuk mendukung pengembangan konten,
peningkatan kapasitas SDM, dan pengelolaan kanal informasi.

- Ketersediaan dan komitmen penganggaran kehumasan menjadi salah satu aspek
krusial dalam evaluasi keterbukaan informasi publik dan merupakan cerminan
komitmen pimpinan terhadap transparansi dan pelayanan informasi kepada
masyarakat.

Target peningkatan kinerja kehumasan tahun 2026:

- Tahun 2026 diharapkan terjadi peningkatan nyata kinerja kehumasan Ditjen
PKH, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas konten komunikasi publik.

- Seluruh aktivitas kehumasan perlu tetap sejalan dan terkoordinasi dengan Biro
Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian agar pesan yang
disampaikan seragam dan mendukung citra kelembagaan.

Penghargaan dan target perbaikan 2026:

- Selamat bagi unit kerja yang berhasil meraih penghargaan dalam Anugerah
Keterbukaan Informasi Publik Kementan Tahun 2025, ini merupakan bukti
komitmen dan kerja keras yang patut diapresiasi.

- Bagi unit kerja yang belum meraihnya, masih ada waktu satu tahun untuk
mempersiapkan diri secara matang menghadapi evaluasi tahun 2026 demi
pencapaian yang lebih baik bersama.
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Dokumentasi Foto:

2.3 Komitmen Bersama

Dalam mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan anggaran,
sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan
informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008, pimpinan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ini melakukan

tandatangan Komitmen Bersama Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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© PKH

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025

Kami, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Ditjen PKH) dalam hal ini selaku penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Ditjen PKH beserta seluruh Pejabat Struktural lingkup
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan ini menyatakan
Komitmen Bersama:

"Mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana
pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan
informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesual dengan amanat Undang —
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”,

Jakarta, 22 Januari 2025
Dipektur Jengleral,

A\

Dr. driy Suganda, M.Si
Sekretaris Direktorat Jenderal,
]

Tri Melasari, S.Pt, M.Si
Direktur Perbibitan dan Produksi Direktur Pakan, Direktur Kesehatan Hewan,
Ternak,

//A\j

drh. Sintdng HMY Hutdsoit, M.Si dr r Saptahidayat, M.Sc drh. Imron Suandy, MVPH

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

1 ;1
Dr. drh. Ndryanl Zainuddin M.Si drh. Makmun, M.Sc

Layanan Informasi Publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan

Hewan telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain melalui :

a.

Menerbitkan Keputusan Dirjen PKH tentang PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Ditjen
Peternakan dan Kesehatan dengan nomor 6086/Kpts/HK.160/F/06/2025
Menerbitkan Dirjen PKH tentang PPID Petugas Pelayanan Informasi Lingkup Ditjen
Peternakan dan Kesehatan dengan nomor 6088/Kpts/HK.160/F/06/2025

39



Laporan PPID PKH Tahun 2025

c. Membuat Grup WatsApp PPID Ditjen PKH untuk memudahkan koordinasi dengan
seluruh Petugas Layanan Informasi baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana
Teknis.

d. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui Portal PPID Ditjen PKH dengan link
https: id.pertanian.go.id

e. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui Website Ditjen PKH dengan
https://ditjenpkh.pertanian.go.id

f. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui Email Ditjen PKH dengan link :

ditjen.pkh@pertanian.go.id
humas.ditjenpkh@gmail.com

a. Melaksanakan layanan informasi Publik melalui WhatsApp layanan Ditjen PKH dengan
nomor WA +62 813-2222-4125

b. Melaksanakan layanan permohonan informasi Publik melalui media sosial Ditjen PKH
Selama tahun 2025 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus
menyebarkan informasi terkait pembangunan, program, kebijakan dan kegiatan
Ditjen PKH, serta penyebaran informasi terkait penanggulangan dan tindakan
pencegahan wabah PMK melalui media sosial antara lain: facebook panpage, X,

TikTok, instagram dan youtube Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.5 Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen PKH
Dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana Ditjen PKH
membuat Daftar Informasi Publik yang terdiri dari Daftar IP Pusat dan UPT dengan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor:
9565/KPTS/HM.130/F/07/2025 tentang Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan tertanggal 17 Juli 2025.

Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri
sebanyak 1.511 Daftar Informasi Publik (DIP) terdiri dari Profil Ditjen PKH, Renstra,
Perjanjian Kinerja, DIPA, Daftar Aset, Buku Statistik, Pedoman Program, SOP, Lakin,

Laptah, Laporan Berkala dan lain sebagainya
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PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2025 ini menyusun dan
mempublish beberapa produk-produk hukum vyaitu :

No

Regulasi

Judul

1.

Keputusan Menteri Pertanian nomor
155/Kpts/HK.140/M/03/2025

Satuan Tugas Penyelenggaraan Program
Equine Disease Free Zone

2. | Keputusan Menteri Pertanian nomor | Tim Penilai Penetapan dan Pelepasan
69/KPTS/0OT.050/M/01/2025 Rumpun Atau Galur Hewan
3. | Keputusan Dirjen Peternakan dan | Tim Percepatan Hilirisasi Ayam Terintegrasi
Kesehatan Hewan nomor
7670/KPTS/OT.050/F/07/2025
4. | Keputusan Dirjen Peternakan dan | Tim  Pengembangan Investasi dan
Kesehatan Hewan nomor | Peningkatan Populasi Sapi Perah dan/atau
9050/KPTS/HK.160/F/09/2025 Sapi Pedaging
5. | Keputusan Dirjen Peternakan dan | Petunjuk Teknis Kesiagaan dan Rencana
Kesehatan Hewan nomor | Darurat  (ContingencyPlan)  Veteriner
8569/KPTS/HK.160/F/03/2025 IndonesiaTerhadap Penyakit African Horse
Sickness
6. | Keputusan Dirjen Peternakan dan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan
Kesehatan Hewan nomor Ayam Petelur Tahun 2025
1385/KPTS/HK.160/F/01/2025
7. | Keputusan Dirjen Peternakan dan | Perubahan Atas Keputusan Direktur
Kesehatan Hewan nomor | Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3940/KPTS/HK.160/F/04/2025 Nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025
tentang Petunjuk  Teknis  Kegiatan
Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025
8. | Keputusan Dirjen Peternakan dan | Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur
Kesehatan Hewan nomor | Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
6844/KPTS/HK.160/F/06/2025 Nomor 1385/KPTS/HK.160/F/01/2025
tentang  Petunjuk  Teknis  Kegiatan
Pengembangan Ayam Petelur Tahun 2025
9. | Keputusan Dirjen Peternakan dan Penanggung Jawab Kegiatan
Kesehatan Hewan nomor | Pengembangan Ayam Petelur Tahun
05251/KPTS/HK.100/F/05/2025 Anggaran 2025
10. | Keputusan Dirjen Peternakan dan Lokasi dan Jumlah Kegiatan
Kesehatan Hewan nomor 1384/ | Pengembangan Ayam Petelur
KPTS/HK.160/F/04/2025
11. | Keputusan Dirjen Peternakan dan | Perubahan Atas Keputusan Direktur
Kesehatan Hewan nomor | Jenderal Nomor 1384/

3943/KPTS/HK.160/F/04/2025

KPTS/HK.160/F/04/2025 tentang Lokasi
dan Jumlah Kegiatan Pengembangan Ayam
Petelur
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2.7 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Ditjen PKH

Dalam rangka mengurangi risiko Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa, Ditjen
PKH sudah menggunakan Ekatalog v6 sesuai perpres 46/2025 dari tahap perencanaan,

persiapan, pemilihan sampai pelaksanaan

Peran E-Katalog adalah sebagai Penerapan sistem PBJ] secara elektronik dengan
berpedoman pada SOP LPSE dapat meminimalisasi praktik KKN dengan Prinsip Dasar
Transparansi sebagai pilar utama pengadaan barang/jasa pemerintah dan Setiap
tahapan harus dapat diakses oleh publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat,
mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan menjamin persaingan usaha yang
sehat. Untuk Implementasi yang sudah dilakukan antara lain informasi pengadaan
diumumkan melalui portal resmi (LPSE/SPSE), dokumen dan hasil evaluasi dapat
diakses publik sesuai ketentuan dan Badan publik wajib menyediakan mekanisme

permintaan informasi.

Sefamar Dacong &

KATALOG
ELEKTRONIK V.6
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2.8 Inovasi Ditjen PKH

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan telah melakukan berbagai inovasi antara lain:

Live Jaga Ternak

Sosialisasi program dan kegiatan Ditjen PKH dengan gaya Santai/dialog setiap hari
melalui Live Instagram dengan narasumber yang kompeten di bidangnya
Inovasi www.beritapkh.com

Merupakan usaha pengarsipan berita Ditjen PKH sebagai bentuk antisipasi
terhadap serangan siber dan melindungin informasi/berita yang tersedia dari
potensi kehilangan, dibuatlah website cadangan berita, beritapkh.com.
Faceebook Versi Bahasa Inggris

Akun Facebook: Livestock And Animal Health — MoA Indonesia

Link:

https://www.facebook.com/DGLAHSMoAIndonesia/

Sebagai rujukan informasi dan untuk menjangkau audiens Luar Negeri

Penderasan Informasi secara massif di seluruh lingkungan Ditjen PKH Pusat
dan UPT dengan menggerakkan Pimpinan dan pelaksana Kehumasan dalam
sosialisasi program dan kegiatan Ditjen PKH melalui grup WhatsApp dan media

sosial UPT (pemberian reward bagi uker paling partisipatif)

2.9 Kolaborasi Lintas Lembaga

Dalam memperluas akses informasi, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

melakukan kolaborasi dengan :

Yayasan Diffable Action Indonesia (YDAI) dengan memberikan buku bacaan braile
kepada penyandang disabilitas
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Penyebarluasan
Informasi serta Pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak (PMK)
Kolaborasi Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi, Serta Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Melalui Tridharma
Perguruan Tinggi

Kolaborasi dengan Stake Holder Peternakan sebagai narasumber Live jaga ternak

2.10 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup

Kementan

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2025

merupakan ajang prestisius pemberian penghargaan kepada pimpinan unit kerja dan

unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian. Komponen penilaian meliputi

pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), optimalisasi portal PPID, inovasi

dalam akses informasi publik, serta komitmen pimpinan

Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kemnterian Pertanian 2025:

Kategori Eselon I:

Peringkat 1 Ditjen PKH

Kategori Eselon II:

Peringkat 1:BBVF Pusvetma
Peringkat 2:BBPTU HPT Baturraden
Peringkat 7:BBV Denpasar
Peringkat 8:BBV Wates
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Kategori Eselon III:

- Peringkat 1:BPMSPH Bogor
- Peringkat 2:BPTU HPT Sembawa

Kategori Petugas PPID Terbaik:

- Peringkat 2 : I Putu Sudarma Adi Septyanto

Dokumentasi Foto:
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BABV PENUTUP

1. Kesimpulan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan
fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari

segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak
hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Penentuan
Daftar informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk
mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin
beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap

berbahaya dan dapat mengancam negara.

Pelayanan informasi publik harus terus ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan PPID
Pembantu Pelaksana Direktorat Teknis maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peningkatan fungsi Ruang konsultasi PPID serta
counter desk PPID Ditjen PKH agar pelayanan informasi publik ke masyarakat semakin

maksimal.
2. Rekomendasi
Rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Informasi Publik di Ditjen Peternakan dan

Kesehatan Hewan antara lain dengan melaksanakan strategi pengelolaan informasi publik

yang paling utama yaitu Komitmen Pimpinan.
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Dengan Komitmen Pimpinan yang tinggi secara otomatis semua komponen pelayanan

informasi akan bergerak baik antara lain:

a
b.

C.

Penyediaan Alokasi anggaran PPID

Penyediaan Sarana Prasarana pendukung

Penyediaan SDM (sumber Daya Manusia) pelaksana PPID

Penerbitan Surat Keputusan yang melibatkan pimpinan dan petugas layanan baik
pusat maupun UPT sehingga koordinasi dan komunikasi terjalin baik

Koordinasi dan komunikasi aktif dalam watsApp PPID Ditjen PKH, baik informasi

terbaru maupun dalam menyelesaikan masalah PPID

Monitoring dan evaluasi secara berkala, dengan melakukan pembinaan langsung

maupun secara daring

Dengan strategi diatas, maka terjalin suasana kerja yang baik antara pimpinan maupun

petugas layanan dan akan mempengaruhi layanan informasi publik Ditjen PKH baik pusat

maupun UPT berjalan dengan baik

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan

evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, 26 Februari 2025

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Selaku atasan PPID Pelaksana Ditjen PKH

X
«“fqp

4 T
’JENDER'*\,@q
KESgnATAN
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Jumlah Dokumen

LAMPIRAN

Laporan PPID PKH Tahun 2025

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TAHUN 2025
Jumlah Jumlah
- Waktu
No Bulan Informasi | ot pota Permohonan | Permohonan | Permohonan
Pemohon Yg Pelayanan Y9 WA Layanan via Email
Diminta Dikabulkan

1 Januari 1 1 1 hari 1 0 0

2 Februari 1 1 1 hari 1 0 0

3 Maret 0 0 - 0 0 0

4 April 1 1 1 hari 1 0 0

5 Mei 3 3 1 hari 1 1 0

6 Juni 0 0 - 0 0 0

7 Juli 1 1 1 hari 1 0 0

8 Agustus 3 3 1 hari 1 0 0

9 September 8 8 1 hari 1 27 13

10 Oktober 3 3 1 hari 1 109 12

11 November 5 5 1 hari 1 43 14

12 Desember 0 0 - 0 68 18
Total Permintaan IP 26 26 26 247 57

Jan

Bl permohonan Ml Pemberitahuan

Rekap Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Feb Mar Apr

May Jun

Jul Aug

&4 Perpanj

Bl penolakan
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Il Keberatan

O Rerata




Statistic IP

26

25
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0o 1 0

Permohonan Pemberitahuan Perpanjangan Penolakan Keberatan

Rata rata pelayanan

1jam, 12 menit, 22
detik

Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Terlama

2 hari, 3 jam, 28
menit, 22 detik

Pelayanan Tercepat
13 menit, 1 detik

Rata rata pelayanan
00 detik

Pendidikan Responden

Jumlah P rmohonan

o R S ) ot
O @ ot -« QQ,

Bl Sekolah Dasar [l Sekolah Menengah Pertama
Bl SEKOLAH MENENGAH ATAS [l DIPLOMA 3
I DiPtoMA 4 [l STRATA1 [l STRATA 2
I STRATA 3

Pelayanan Keberatan

Pelayanan Tercepat Pelayanan Terlama

00 detik 00 detik
Pekerjaan Responden
5 e
4
&
g
S
g
-5
52
E
3
S @ & ¢ W ® & o

I pNs / TN/ POLRI I Pegawai Swasta
B Wiraswasta / Usahawan [l Pelajar / Mahasiswa
M Petani M Lainnya
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Kategori Informasi Publik Jenis Kelamin Responden

10

w1

ra

Total Informasi Publik
w

2.5

|
.
L~ B & DO &
FTERF STV RL T F i

o) L & A o ~ O Q ~ S L
Lo A U G R <

Jum lah Perm ohonan

A
9,, [

Bl pertanian M Anggaran dan Keuangan
B Kepegawaian B Hukum dan Perundang-Undangan
Il Pengadaan Barang dan jasa Il Lainnya B Laki-taki WM Perempuan

Usia Responden

Jum lah Permehonan

| Aug Sep Oct Nov

MW<20 M21-30 M31-40 Wa-50 WMz

0 |II
Apr May Jun

dan Feb Mar Ju
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Rekap Laporan IP berdasarkan Permohonan

Na. Tanggal Tanggal No Nama Tipe Informasi Publik Tindak Lanjut Status
Permohonan Selesal Pendaftaran Pemohon  Pemohon
Permohonan
1 Senin, B3Jan  Senin, 13Jan  202S0N30V/F1A- Sofie Perorangan [Fereeses © Telah
2025 2025 LY.F/O)/2025 Hafsah Info Alasan Db ARt s i Selesai
Diproses
Data Untuk
kohsumsl | parelitian 202501130001/F3-
DAY tugas F/01/20252025-o:
Indonesia akhir B I4S4
tahun
2022
| Kamis, U6 Kamig, 06 2025020001/F 18- | Puti Badan o lelah
b 2025 ol 2025 LY.M02/2025 | Puspitasar | Iiukum e Rertahiior Selesal
Liproses
Oata Lebagni
lotal bahan 202502060001/ 5-
Healilsasi  portimbangan 02025707507
1M par porusahaan Ga1mo0e
Laging
ek
{kuantitas
setiap
bulan)
solams
tahun
2024,
yang
berasal
dari India
dan
Hraxl
1 Rabu, 23 Apr Rabu, 23 Apr 2025042301/F1A-  Sitl imas Paerorangan o Telah
2025 2025 LS F/04/2025 Barbrartahus Selesai
emberitanuan 3
Diproses

laporan  kontrol

A i 202504230001/F3-
2024 F/O4/20252025.04.
23705

1 Kamis15 Rabu, 21 May 2025051504/F1A- DwiAmbar  Perorangan
May 2025 2025 LY.AM052025  Sari

Data kasus.  Data inl
PMK diJawa akan

Timur. digunakan ZOZSOSZ‘OOOVF?'_'
Datanya untuk F/O5/20252025-05-21
terkalt keperluan OS2

pengebatan, penyusunan
disinfeksi Tugas Akhir
dan

vaksinas:

Data Dataini
populasi akan
sapiternak  digunakan
{sapiperah + untuk

sapi potong  keperluan

| ofi Jawa penyusunan
Timurdarl  Tugas Akhir
tahun 2020-

2025
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2 Selasa, 20
May 2025

Laporan PPID PKH Tahun 2025

3 Rabu ZIMay Jumat, 23

2025

1 Selasa, O1

Jul 2025

Jumat. 23 2025052005/F1A- Mohammad Perorangan P Toin

May 2025 LYAJOS/2025  Faiz Karirmy ' Barrittabdiag Sefesai
Data untuk Pemberitahuan oi
z;zgenat l;el::tuhan T
antibiotik Doktoral F/05/20252025 05
pada Bahan 23080657
Pangan Asal
Hewan,
terutama
SusU segar
besorta
olahan asal
susudi
Indonesia

2025052107/F1A- Retno Perorangan [N Aeann
May 2025 LY.AM0S/2025  Wulan
Handayani Dats Residu Data

Antibiotik Sekunder
Pada Pangan Pra 202505230003/F3-
Asal Penelitian Fl05/20252025-05-
Hewan/Produk Disertasl
Hewan di
Indonesia

202507010001/F5- Kharisma  Perorangan

F/07/2025 Imam
Adinata Jumiah Kelahiran

Sapl Potong serta
Kermatian Sapi
Potong dan
Kematian Sapi
Potong Prasapih di
Kabupaten Klaten
pada Tahun 2024

Jumiah Kelahiran
Sapi Potong serta
Kematian Sapi
Potong dan
Kematian Sapi
Potong Prasapih di
Kabupaten Sragen
pada Tahun 2024
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Senin, 04
Aug 2025

Senin, 25
Aug 2025

Jumlah Kelahiran
Sapi Potong serta
Komatian Sapl
Potong dan
Kematian Sapi
Potong Prasapih di
Kabupaten
Karanganyar pada
Tahun 2024

Jumlah Kelahiran
Sapi Potong serta
Kematian Sapi
Potong dan
Kermatian Sapi
Potong Prasapih di
Kabupaten
Sukoharjo pada
Tahun 2024

Jumlah Kelahiran
Sapi Potong serta
Kematian Sapi
Potong dan
Kematian Sapi
Potong Prasapih di

Laporan PPID PKH Tahun 2025

Data tidak dikuasai
Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
Pemohon dapat
melakukan
permohonan informasi

Kabupaten ke dinas peternakan
Wonogiri pada provinsi Jateng atau
Tahun 2024 dinas peternakan

kabupaten terkait

Rabu, 06 202508040VF1A- SETIVOWATIE Perorangan taruan @
Aug 2025 LY.A/OB/2025  SETIYOWATIE NSRRI EHE
Terkait Kep Men importasi
TR 202508060001/F3-
0695/ KPTS/TNZ60/8/1996 F/08/2025 2025 ca-
bila ada importasi 06144232
Vitamin E namun bukan
utk tujuan aplikasi ke
ternax, apakah wajlb
membuat surat
pengecualian di
DEPTAN?
Rabu, 27 Aug  2025082501/F1A- A ACISTRIINTEN  Perorangan [RErmgues ALESN
2025 LY.A/OB/2025  ANDAYANI
Bagaimana cara Saya memiliki
mengajukan surat 5 kucing 202506270002/F3-
Keterangan darl peliharaan di F/08/2025 2025 ca
Kementerian Vietnam yang 27 TS
Pertanian dan Ingin saya
Direktorat Jenderal bawa ke
Peternakan dan Jakarta pada
Kesehatan Hewan  perjalanan
agar hewan saya
peliharaan sava berikutrya,
dapat masuk ke
Indonesia? Apakah
ada proses
penoaiuan darina?
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Kamis, 28
Aug 2025

1

Ratu. 03 Sep Rabu, 03 Sep 2025090301/FIA- Rahadi An

2025

Kamis, 28
Aug 2025

2025

2025082801/F1A- YAYAH SETIAWATI Perorangan

0.,F/o82025

OF0%2025 Baskoro

Nama info Alasan

Laporan PPID PKH Tahun 2025

membuat
caranya mengurus.  Legalisasi 202508280003/F3-
Legalitas untuk produk Madu F/O8/2025 207508
produk Madu Murmni, ken 28134032

murni, kro untuk tidak bisa PIRT

saat tidak dpt

dan BPOM

menguruskeoss  kami
PBUMKU BPOM diarahkan ke

metainkan
diarahkan ke
dispertans

oo N

Penjelazan kenapa
residu hasi|
pengayaken,
pengailingan atay
pengerjaan lain gan
baras (termasuk
bekatul] ticak
termasuk yang
diusulkan dalam
larmpiran | PMK

A2/ PMKONG2017
sebagas rincian
bahan pakan termak
yang dibebaskan dart
pengensan PPN
namun kemudian
diusutkan pada tahun
2023 melalul surat
Menten Pectanian
Kepoda Menter|
Kewangan Nomor
WBOPKNN0E2023
tanggal 3) Agustus
20237

Penjelasan
perbadaan kondisi
apa di tabun 2017 dan
2028 yang
mengikibatkan
Kemanterian
Pertanian tidak
mengusuikan reskduy
hasll pengayskan,
penggilingan atau
pengerjsan lain dari
beras {termasuk
bekatul) untuk
mendapat faslitas
pembebasan PPN
tahun 2017 namun
merasa perlu
mengusulkan residu
hasil pengayakan,
pengRilingsn stau
pengerjasn lain darl
Deras [termasuk
bekatul) untuk
mendapat fasiitas
pembebasan PPN ol
20237

54

dispertan

Tedan
Séle=al
Diproses

Penjelazan di atas {
bagi level m:m g 20250903000VF3-
aturan demi adanya FI09/2025 200509,
kepastian hukum, Bahwa 03205239
tahun penegakan aturan

adalah untuk tahun 2019 -

2020 {sabelum adanya

usulan perubahoan PMK

pada tabun 2023). Bahwa

surat Dirjen Petarmnakan

dan Kesshatan Hewan

nomer surat Nommor

28227/PE N FOS2025

argasl 28 Mei 2025 tidak

menjansb kenaps resdu

hasil pengayakan,

pengglingan atau

pengeriaan @in darl beas

(termasuk bekarul) tidak

terrmazuk yang diusuikan

datam lampiran 1 DMK

142/PMEK.010/2017 sebagai

nincian bahan p

Penjelasan di atas penting

-bagl level pelaksara

aturan demi adanya
kepastian hukum. Bahwa
tabun penegskan aturan
adalah untuk tabun 2019 -
2020 (sebelum adanys
wsulan perubahan PMK
pada tahun 2023} Baiwva
surat Dirjen Peternakan
dan Kesahatan Heyan
namor surat Romor
28227/PR NO/F05/2025
tanggal 28 Mei 2025 tidak
menjawab perbedaan
kondis apa di tahun 2017
dan 2023 yang
mengakibatkan
Xementerian Pertanian
tidak mengusulkan residu
hasil pengayakan,
pengailingan atay
pengerjaan lain darl beras
{termasuk bek



z

3

<

Kamis, 04 Rabu 10 Sep  2025040405/F1A . Rahadi Ari
Sep 2025 2025

Rabu 10Sep  Kamis, 1) Sep  2026091003/F1A A A ISTRI INTEN

2025

fabu, 17Sep  Rabu,I7Sep  202509T70/FIA- AA ISTRINTEN  Perorangan

2025

2025

2025

LY,AS2025  Baskom

Terkait
porjazan
PRID Dwgen
Peternakan
dan Kesehatan

sabetumnya
bohwa

LY AON2025  ANDAYANI

Saya sudsh
== i
ahin Sertek
pkh, Aplikad
n
mermarlubkan
wonfirmasi
emall, tetan
savya belum
manearima
fanggapan
apa pun dan
tidak biss
mendaftar
uang Says
berharap
dapat
manghubungl
Pinak
barwenang
terkait untuk
meayelesalkan
masalah ini
sesegern
munghin

e

.
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Jawaban Ini panting bagi
pengguna dan pelaksana atuan
untuk mekaksanakan atwEn
terkait dan membuat putusan
upaya hukum, balk untuk @hun
sebelum maupun sesudan
tahun 20235, Ketidakjelasan
ters=but menimbulkan baryak
masalah o bawah sehingga
diperlukan penjelssan yang
detail terkait perkembangan
tekhologl pangsn yang
dimaxeud yang baru muncul di
@hun 2023

Saya melaloskan prowes reg : Disst
poda tanggal 28 Agustus 2025 202509110005/F 3
sure dengan SIMREK PKM FRORI025 500
REGISTRASI Perorangan dan e

tidak menarima amall aps pun
tentang hasilnga Saya meancoba
mendafiar ulang aXun tersebat
Namun, termyata anformas ssaya
sudah tecdaftar, Semua nomor
telepon yang daampiikan i situs
web mereka tidak menjawab
rama wekali. Swa juga sudah
mengirirm email ke

yanrelditjienpih@pertariangold,

tetapi tidak ada balasan, Bisakah

Anda membantu saya

memesiksa situasi ini?

e
Selesal

LY AN2025  ANDAYANI o
Men ~ teman sy darl Tiongsok, i
_ ponng:s"auhan Taige Zhoo, a‘:’»gm nomor 202509170004/F3- Shpeeee
tigak paspor ESERTGIET dan alarnst FRON202% 205500
diterimerys  emsil shoutsigeBSiigmall com, s
ornail wiah mendaftarkan akun prbadi
lorfirmas di sistern SIRMEK PKH
setelaty menggunakan inforrmasl
melakuban pribachirys, Narmun, hinggo sast
egisimas Nt betum menal ima batasan
akun pribadl  amiall dast sister sehengga
SIRMEK PKH.  alunnys ticak dapat digunakan

Selain ity karena romor
paspornya sudah digunakan
wntuk pandaftaran, & tidak dapst

mendaftar lagl: ta juga tidshk

rmarierime balasan small yshg
didrimian ke
yanrekdinmnpkhapananian oo id

55

terkait maszalah



7

5

6

Rabu 17 Sep  Rabu, T Sep 2025001703 1A:  AA ISTRUINTEN
2075 2028 LY AMS/2025 ANDAYANI
Kams, 18 Senin, 29 2075091803/F1A-  Salful Fanan)
Sep 2026 Sep 2028 Lyafoaroas _
Karns, 18 Rabwe 24 Sep  202S09B0FIA- AA ISTRIINTEN
Sep 2025 2025 LLADH2025  ANDAYANI
Senin, 22Sep Senin; 29 2025092202/F1A. ZELDA AZZAHRA

2025 OFD9/2025  DANISWARA

Sep 2025

Laporan PPID PKH Tahun 2025

s e
Selesn
Mangenal Haia, tamian s3y@ dar Tiongkok, Diproses.
permasalshan  Taige Zhou, dengan nemar 202509770005/F3-
tickak paspor E9GETGMSY dan alamat F/05/2025 2000
diterlrnanys  emall thoutsigeBBGgmallcom, TGIBR
email telah rmendaftarkan skun pribadi
onfirmasl dl sistem SIRMEK PKH
setelah menggunekan informes:
malakukan pribadinga. Namun, hingga saat
registrasi Nt Belum menerima dalasan
akun pribadl  email darl sistern, sehingga
SIAMEK PRH.  akunrya tidak dapat digunakan,
Sefain itu, karena nomar
pampormya sudah digunakan
untuk pendafaran, ls vdak dapat
mendattar Gl ka juga tidsk
meanenma balasan emall yang
dikitimbcan ke
yanmakditjenpkhibpertanian goid
terkait-masalah |
Fasi
“datafmatistik petornakin yan sse»
9 Diproses
ddalamnys terdapat data mgasluuh 202509290006/ F3-
‘prockukai. EEESE F/08/2005 200509
{nasienal] daging sapi dan ayam i
1ahun 2005

.

Cara Terman saya memiliki ima kocing
mendapatkan  yang perlu dismpor dati Vietnam
Surat ke Jakarta ta mendsfter mstalui
Pefmohonan sistern SIMREK PKH sebagai
untisk hewan  pemohon perotangan, dan
peliharaan SIStern meminta la untuk
Impor? mengunggah dokurmen Surat
Permachonan dan Rekomsandas!
Dinas Provirsi/Kota/Kabupaten

Saat Ini ia sedang berada ol luar
negerl dan tidak dapat
mangunjunge sloritas terkalt di
Talwan untuk mendapatkan
dokumen-dokurmen tersebut,
Anakah 3da metode pendaftaran
daring ? Jika ada, mohon beri
tahu sy Jika tidakc mobon
berikan metode pendaftaran tur

oo [N
Kontak PICmengena  Konsultas: mengenal
pakan PRG pakan PRC
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02509240006/F 3-
FROS20025 a0
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2

Rabu, 22 Oct
2025

Rabu, 22 Oct

Senin, 27.0ct
2025

Rabu, 22 Oct
2028

202510220\/F1A-
LS.FN10/2025

Rabu, 22 Oct  2025102203/F1A.
2028 LS. F10/2025
Selasa, 28 2025102704/F1A-
Ocr 2025 LSF/10/2025

Rinl Dwi
Ariyanti

YERMIA
SOEDARWATI
SARIRA

Yermia
Soedarwati
Sarnra

Senin, 10 Noy  Selasa. Tt Nay  2025THO003/F1A. Wisnu Lunardi

2025

2025 Ly.a/1v202s

Senin, 10 Nov Selasa, 11 Nov 2025111003/F1A- Wisnu Lunardi

2025

2025 LY.A/M/2025

Lihat Detail

Laporan PPID PKH Tahun 2025

S m

laporan Untuk
PPID kebutuban
Ditjen penelitian
PKH tesis
Tahun

2024

oo EITEE

Link keperuan
Laporan Penelitian
PPRID Thesis
Tahun

2024

pecroer EET R

Perorangan

permohonan kepefiuan
Link laporan  penelitian
Tahunan Thesls
PPID tahun

2024

Jumniah data. Untuk

kasusavian kepentingan

influenza penelitian

berdasarkan  studi

sebaran

provinsi

tahur 2015

2024

Sebaran Tidak

data kasus  tersedia di

kejadian website

peayakit flu  Keeneritan,

burdng dan

berdasarkan pemohon

provinsi di tidak bisa

Indonesia mengakses

tahyn 2015 - dataisikhnas

2024 maupun
SIZE

57

Jumiahdata Untuk

kasus avian  kepentingan
influenza penelitian
berdasarkan  studi
sebaran

provinsi

tahun 2015 -

2024

o Telah
z Selesai
PFoambernt .\h'.l.‘,l’ 1
Diprases
2025102200007 3-
FN0f20253025- 022
noe

Telah
- . & Selesal
Poembaritshuan S
Diproses
202510220002/F3-
FN0/2025205-0-22
Ri63s

Telah
; v y Lo Selesal
‘armberitahuan a
Diproses
Z02510280003/F 3~
FAO20252005-10-20
100655
Telah
- o Selesal
Pamberitaliuan
Diproses
202511M000VF3-
F/2025 200501
RI735
Telah
Pemberitahuan S?lesal
Diproses
202511110002/F3-
F/M/2025 2025111

12:26:51



3

4

5

Selasa, 11 Nov  Rabu, 12 Nov  2025111M03/F1A-  Keysha Reva Perorangan
2025 2025 LY.A/M/2025  Nathania
Karmis, 13 Jumat, 4 20251203/F1A-  Eka Suci Pramana  Perorangan
Now 2025 Nov 2025 LY A/M/2025  Sari
Selasa, 25 Selasa, 25 2025N2503/F 4. Muhammad Derorangan
Nov 2025 Nov 2025 LY A/M/2025  MNaufal Hasydan
Garcia
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Nama Info

Data harga
daging sapi
tingkat
konsumen
perbulandi
provinsi Jawa
Timur dari
bulan
November
2021 - Mei
2022

Data harga
daging ayam
tingkat
konsumen
perbulan di
provinsi Jawa
Timur
perbulan
pada periode
November
2021 - Mei
2022

Data harga
daging ayam
tingkat
konsumen
perbulan di
provinsi Jawa
Barat
perbulan
pada periode
Novernber
2021 - Mei

2022

Data kasus
ponyakit
Lumpy Skin
Disease (LSD)
pada sap dan
tahun 2022
sampai 2025

Bagaimana
proses dan
persyaratan
pendaftacan
pabrik luar
neger| yg
memproduksi
Petfood ke
Kemenlerian
Dertanian
dalam rangka
mpgrias
Detfood?

Laporan PPID PKH Tahun 2025

Telah
Selesai
Diproses

Alasan

Untuk data Pemberitahuan

penelitian
skripsi,
karena data
selama
periode
tersebut
kosong di
web resmi
simponi
ternak

202511120003/F3-
F/11/2025 z02=-11-12
1158118

Untuk data
penelitian
skripsi,
karena data
selama
periode
tersebut
kosong di
web resmi
simpani
ternak

Untuk data
penelitian
skripsi,
karena data
selama
periode
tersebut
kosong di
web resmi
simponi
ternak

Telah
Selesai
Pendukung Diproses
Tosis
20251140004/F3.
F/M/2025 20051014
OI00
Telah
AT y @ Selesa
Mencat Pamberitabuar Olprosss
Informasi ;
untuk 2025M250005/F3-
pendaftims FMy2025 202522
pabrik Luar o
Negri
produsen
Petfood ke
Indonesia
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Rekap Laporan IP berdasarkan Penolakan

No.

Tanggal
Penolakan

Selasa, 01
Jul 2025

No Penolakan

202507010001/F5-
F/C7/2025

Nama Tipe Informasi Publik
Pemohon  Pemchon

Kharisma  Perorangan [NASSRriesE Alasan | Notes
Imam

Adinata Jumiah Kelahiran
Sapi Potong serta
Kematian Sapi
Potong dan
Kematian Sapi
Potong Prasapih di
Kabupaten Kiaten
pada Tahun 2024

Jumiah Kelahiran
Sapi Potong serta
Kematian Sapi
Potong dan
Kematian Sapi
Potong Prasapih di
Kabupaten Sragen
pada Tahun 2024

Jumiah Kelahiran
Sapi Potong serta
Kematian Sapi
Potong dan
Kematian Sapi
Potong Prasapih di
Kabupaten
Karanganyar pada
Tahun 2024

Jumiah Kelahiran
Sapi Potong serta

Kematian Sapi

Potong dan

Kematian Sapi

Potong Prasapih di

Kabupaten

Sukoharjo pada

Tahun 2024

Jumiah Keiahiran Data tidak dikuasai
Sapi Potong serta Ditjen Peternakan dan
Kematian Sapi Kesehatan Hewan.
Potong dan Pemohon dapat
Kematian Sapi melakukan

Potong Prasapih di permohonan informasi
Kabupaten ke dinas peternakan
Wonogiri pada provinsi Jateng atau
Tahun 2024 dinas peternskan

kabupaten terkait
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LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PELAKSANA UPT
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TAHUN 2025
NO Nama Unit Kerja Jumlah Pemohon IP
1 | Pusvetma 3
2 | Balai Besar Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan 304
3 | Balai Besar Veteriner Wates 13
4 | Balai Besar Veteriner Maros 59
5 | Balai Besar Veteriner Denpasar 27
6 | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden 11
7 | Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari 22
8 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar 16
9 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas 59
10 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari 340
11 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa 66
12 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong 76
13 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri 7
14 | Balai Inseminasi Buatan Lembang 19
15 | Balai Veteriner Banjarbaru 11
16 | Balai Veteriner Bukit Tinggi 20
17 | Balai Veteriner Lampung 46
18 | Balai Veteriner Medan 13
19 | Balai Veteriner Subang 58
20 | Balai Embrio Ternak Cipelang 15
21 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi 92
22 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan 56
23 | Balai Veteriner jayapura 8
Total Permohonan Informasi Publik 1.341
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Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH
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SDM DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

r

EAGATAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

Nilai SKM DITIEN PKH

Semester |l Tahun 2022 - Semester | Tahun 2025

91,13 91,23

Smtil 2022 Smt 2023 Smtil 2023 Smtl2024 Smt il 2025 Smt| 2025

w— N P
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Komitmen PPID Ditjen PKH

© PKH

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025

Kami, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Ditjen PKH) dalam hal ini selaku penanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Ditjen PKH beserta seluruh Pejabat Struktural fingkup
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan ini menyatakan
Komitmen Bersama:

“"Mendukung penuh pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana
pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan dan pelayanan
informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang —
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.

Jakarta, 22 Januari 2025

Dr. drh}
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Ve

Tri Meldsari, 5.Pt, M.Si

Direktur Perbibitan dan Produksi Direktur Pakan, Direktur Kesehatan Hewan,
Ternak,

Masyarakat Veteriner, Direktur Pengotahan dan Pemasaran Hasil

Dr. drh. Niryanl Zainuddin M.Si drh. Makmun, M.Sc
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PELAYANAN
09.00 - 15.00
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Media Informasi di Dinding Setiap Lantai
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Aplikasi Layanan Informasi
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Dilan Kesmay
Pl e
Digital Kesehatan ”“Mtvmm SIMPONI Ternak

......... informasi Pasar Online Nasional
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SIMPAKAN informasi Kesehatan Heep

Informasi Pakan Ternak Nasionsl
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